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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya 

buku yang berjudul <Inovasi Pembelajaran PPKn= ini dapat diselesaikan 

dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan kontribusi 

nyata dalam pengembangan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) yang lebih kreatif, inovatif, dan relevan dengan 

tuntutan zaman. 

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, 

pembelajaran PPKn dituntut untuk tidak hanya berfokus pada aspek 

pengetahuan, tetapi juga mampu membentuk karakter, sikap, serta 

keterampilan peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan 

berkarakter. Oleh karena itu, inovasi dalam strategi, metode, dan media 

pembelajaran menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan 

kualitas proses dan hasil belajar. 

Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan sumber 

pembelajaran yang adaptif dan kontekstual. Melalui berbagai pendekatan 

inovatif yang disajikan, diharapkan pendidik dapat mengembangkan proses 

pembelajaran yang tidak hanya menarik, tetapi juga mampu menumbuhkan 

nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan tanggung jawab sosial pada peserta 

didik. Dengan demikian, pembelajaran PPKn dapat menjadi lebih bermakna 

dan berdampak dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, pentingnya buku ini juga terletak pada perannya sebagai 

panduan praktis bagi para pendidik dalam menghadapi tantangan 

pembelajaran abad ke-21. Buku ini tidak hanya menawarkan konsep, tetapi 

juga memberikan contoh implementasi yang dapat langsung diterapkan di 

kelas. Hal ini diharapkan dapat membantu guru dalam menciptakan 

suasana belajar yang aktif, partisipatif, dan berpusat pada peserta didik. 

Buku ini memuat berbagai gagasan, pendekatan, serta contoh 

penerapan inovasi pembelajaran PPKn yang diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi pendidik, mahasiswa, maupun praktisi pendidikan. Penulis 

menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan 

saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa 

yang akan datang. 
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Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi 

inspirasi dalam menciptakan pembelajaran PPKn yang lebih menarik, 

bermakna, dan mampu membentuk generasi bangsa yang berkarakter 

Pancasila. 
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BAB I 
 

 

LANDASAN FILOSOFIS DAN TEORITIS  

INOVASI PEMBELAJARAN PPKn 

 
A. LANDASAN FILOSOFIS 

1. Filsafat Pancasila sebagai Dasar Ontologis, Epistemologis, dan 

Aksiologis 

Inovasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn) tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis bangsa Indonesia, yaitu 

Pancasila. Pancasila menjadi dasar nilai, orientasi, dan arah dalam 

pengembangan kurikulum serta praktik pembelajaran PPKn di sekolah. Oleh 

karena itu, inovasi pembelajaran PPKn harus tetap berpijak pada tiga 

dimensi filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, agar 

proses pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bersifat kognitif, tetapi 

juga membentuk karakter dan kepribadian warga negara. 

 

a. Aspek Ontologis 

Secara ontologis, PPKn memandang manusia sebagai makhluk yang 

memiliki dimensi individual dan sosial. Manusia sebagai individu memiliki 

hak, martabat, dan kebebasan yang harus dihormati, sedangkan sebagai 

makhluk sosial manusia memiliki tanggung jawab untuk hidup bersama, 

bekerja sama, serta menjaga keteraturan dalam masyarakat. Dalam konteks 

ini, PPKn bertujuan membentuk peserta didik agar mampu memahami hak 

dan kewajibannya sebagai warga negara serta mampu hidup harmonis 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pandangan ini 

sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan manusia sebagai 

makhluk Tuhan yang bermartabat dan sekaligus anggota masyarakat yang 

memiliki tanggung jawab moral terhadap sesama (Kaelan, 2013). 

Melalui inovasi pembelajaran seperti diskusi kritis, studi kasus sosial, 

dan pembelajaran berbasis proyek kewarganegaraan, peserta didik dapat 

memahami realitas sosial sekaligus mengembangkan sikap empati, toleransi, 
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BAB II 
 

 

PERSPEKTIF FILOSOFIS DAN PARADIGMA 

PENDIDIKAN PPKN DI ERA GLOBAL 

 
Di era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan arus informasi yang sangat cepat, dunia 

pendidikan menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang. Perubahan 

sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang terjadi secara global menuntut 

sistem pendidikan untuk mampu menyesuaikan diri agar tetap relevan 

dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya 

berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses 

pembentukan karakter, nilai, serta kesadaran kewarganegaraan yang kuat 

pada peserta didik. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran 

strategis dalam membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, 

serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Di tengah 

pengaruh globalisasi yang membawa berbagai ideologi, budaya, dan nilai 

baru, PPKn dituntut untuk mampu memperkuat identitas nasional sekaligus 

membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, terbuka, dan 

demokratis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perspektif filosofis 

dalam pendidikan PPKn menjadi sangat penting sebagai landasan dalam 

merumuskan tujuan, materi, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

Selain itu, paradigma pendidikan PPKn juga mengalami perkembangan 

seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat global. Paradigma yang 

sebelumnya lebih berorientasi pada penanaman pengetahuan 

kewarganegaraan kini bergeser menuju pembelajaran yang lebih 

partisipatif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Pendekatan ini 

menekankan pentingnya pengembangan sikap, keterampilan berpikir kritis, 

serta kemampuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. 
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kewarganegaraan 

Project Based 

Learning (PjBL) 

Strategi pembelajaran 

berbasis proyek nyata 

Meningkatkan 

kreativitas, tanggung 

jawab sosial, dan 

kemampuan bekerja 

sama dalam 

menyelesaikan proyek 

Simulasi 

Demokrasi 

Metode pembelajaran yang 

menirukan proses 

pengambilan keputusan 

demokratis 

Membantu peserta didik 

memahami proses 

demokrasi dan 

internalisasi nilai 

partisipasi serta keadilan 

Globalisasi Integrasi ekonomi, politik, 

sosial, dan budaya secara 

global 

Menjadi tantangan dan 

peluang bagi pendidikan 

PPKn untuk membentuk 

warga negara yang 

adaptif 

Transformasi 

Sosial 

Perubahan dalam norma, 

nilai, struktur, dan pola 

interaksi masyarakat 

Memengaruhi cara 

peserta didik 

memandang nilai dan 

norma; menuntut 

strategi PPKn 

kontekstual 

Literasi Digital Kemampuan mengakses, 

mengevaluasi, dan 

menggunakan informasi 

digital secara kritis 

Mengajarkan peserta 

didik berpikir kritis, bijak, 

dan bertanggung jawab 

di era digital 

Etika Digital/ 

Etika 

Berinteraksi di 

Dunia Maya 

Norma dan perilaku yang 

harus diikuti dalam 

berkomunikasi di lingkungan 

digital 

Menanamkan tanggung 

jawab sosial, menghargai 

orang lain, dan menjaga 

nilai-nilai Pancasila 

secara digital 
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BAB III 
 

 

KEBIJAKAN DAN KURIKULUM PPKn 

 
Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam membentuk 

karakter dan jati diri bangsa. Melalui pendidikan, nilai-nilai moral, sosial, 

serta kebangsaan dapat ditanamkan kepada peserta didik sejak dini. Salah 

satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam membentuk 

karakter warga negara yang baik adalah Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran ini bertujuan untuk menanamkan 

nilai-nilai Pancasila, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, 

serta membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab 

(Winarno, 2013). 

Dalam penyelenggaraan pendidikan, kebijakan pendidikan memiliki 

peranan penting dalam menentukan arah dan tujuan pembelajaran, 

termasuk dalam pengembangan kurikulum. Kebijakan pendidikan 

merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah atau 

lembaga yang berwenang untuk mengatur sistem pendidikan agar berjalan 

sesuai dengan tujuan Nasional. Kebijakan tersebut kemudian 

diimplementasikan dalam bentuk kurikulum yang menjadi pedoman dalam 

proses pembelajaran di sekolah (Tilaar & Nugroho, 2012). 

Kurikulum PPKn dirancang untuk mengembangkan kompetensi peserta 

didik agar mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupan sehari-hari. Kurikulum ini tidak hanya menekankan pada aspek 

pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan keterampilan 

kewarganegaraan. Dengan demikian, pembelajaran PPKn diharapkan 

mampu menghasilkan generasi yang memiliki kesadaran hukum, sikap 

demokratis, serta rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara 

(Budimansyah, 2010). 

Perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat menuntut 

adanya pembaruan dalam kebijakan dan kurikulum PPKn. Hal ini dilakukan 

agar pendidikan kewarganegaraan tetap relevan dengan tantangan global, 

perkembangan teknologi, serta kebutuhan masyarakat modern. Oleh 
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warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. 

12 Profil Pelajar Pancasila Karakter dan kompetensi yang diharapkan 

dimiliki peserta didik Indonesia berdasarkan 

nilai-nilai Pancasila seperti beriman, 

mandiri, gotong royong, dan kreatif. 
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BAB IV 
 

 

MODEL DAN STRATEGI  

INOVATIF PEMBELAJARAN PPKn 

 
Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

memiliki peran penting dalam membentuk peserta didik menjadi warga 

negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang sesuai 

dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi. Dalam era 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial yang 

semakin kompleks, pembelajaran PPKn tidak lagi cukup dilakukan dengan 

metode konvensional yang hanya berfokus pada penyampaian materi oleh 

guru. Sebaliknya, pembelajaran perlu dirancang secara lebih inovatif agar 

mampu mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, aktif berpartisipasi, 

serta mampu menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan 

sehari-hari. Oleh karena itu, penggunaan model dan strategi pembelajaran 

inovatif menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran PPKn. Model 

pembelajaran inovatif memungkinkan peserta didik untuk terlibat secara 

aktif dalam proses belajar melalui kegiatan diskusi, pemecahan masalah, 

kerja kelompok, maupun kegiatan berbasis proyek. Dengan demikian, 

pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi secara 

kognitif, tetapi juga pada pengembangan keterampilan sosial, kemampuan 

berpikir kritis, serta sikap demokratis. 

Berbagai model pembelajaran dapat diterapkan dalam pembelajaran 

PPKn untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Beberapa di 

antaranya adalah Problem-Based Learning (PBL) yang menekankan pada 

pemecahan masalah nyata, Project-Based Learning yang mengajak peserta 

didik menghasilkan karya atau proyek tertentu, pembelajaran kolaboratif 

dan partisipatif yang menekankan kerja sama antar peserta didik, serta 

Inquiry dan Discovery Learning yang mendorong peserta didik untuk 

menemukan pengetahuan secara mandiri melalui proses penyelidikan. 

Selain itu, perkembangan teknologi juga memungkinkan penerapan 



 

176 | Inovasi Pembelajaran PPKn 

Referensi 

Arends, R. I. (2012). Learning to Teach (9th ed.). New York: McGraw-Hill. 

Bell, S. (2010). Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the 

Future. The Clearing House, 83(2), 39–43. 

Bonk, C. J., & Graham, C. R. (2012). The Handbook of Blended Learning: 

Global Perspectives, Local Designs. San Francisco: Pfeiffer. 

Bruner, J. S. (1961). The Act of Discovery. Harvard Educational Review, 31(1), 

21–32. 

Budimansyah, D. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk 

Membangun Karakter Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press. 

C. J. Bonk & C. R. Graham (Eds.), The Handbook of Blended Learning. San 

Francisco: Pfeiffer. 

Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). Blended Learning in Higher 

Education: Framework, Principles, and Guidelines. San Francisco: 

Jossey-Bass. 

Graham, C. R. (2006). Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, 

and Future Directions. In  

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). An Educational Psychology Success 

Story: Social Interdependence Theory and Cooperative Learning. 

Educational Researcher, 38(5), 365–379. 

Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2015). Models of Teaching (9th ed.). 

Boston: Pearson Education. 

Savery, J. R. (2006). Overview of Problem-Based Learning: Definitions and 

Distinctions. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 1(1), 

9–20. 

Slavin, R. E. (2015). Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice. 

Boston: Allyn & Bacon. 

Thomas, J. W. (2000). A Review of Research on Project-Based Learning. San 

Rafael, CA: Autodesk Foundation. 

 

 

  



 

 

BAB V 
 

 

DIGITALISASI DAN TRANSFORMASI 

TEKNOLOGI DALAM PPKn 

 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital 

telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan 

manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Transformasi digital 

mendorong terjadinya perubahan dalam cara memperoleh informasi, 

berkomunikasi, serta mengelola proses pembelajaran. Pendidikan di era 

digital tidak lagi terbatas pada metode konvensional yang berpusat pada 

guru, tetapi berkembang menuju pembelajaran yang lebih terbuka, fleksibel, 

dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital 

dalam proses pendidikan menjadi salah satu kebutuhan penting untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran serta mempersiapkan peserta didik 

menghadapi tantangan abad ke-21. 

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, integrasi teknologi digital juga 

menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai 

mata pelajaran, termasuk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn). Mata pelajaran PPKn memiliki peran strategis dalam membentuk 

karakter peserta didik, menanamkan nilai-nilai Pancasila, serta 

mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Seiring dengan 

perkembangan teknologi, pembelajaran PPKn perlu beradaptasi dengan 

memanfaatkan berbagai perangkat dan platform digital agar proses 

pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan relevan dengan 

kehidupan peserta didik di era digital. 

Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran PPKn dapat dilakukan 

melalui berbagai bentuk inovasi pembelajaran, seperti penggunaan 

Learning Management System (LMS), media interaktif, multimedia 

pembelajaran, serta pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial 

Intelligence (AI). Teknologi tersebut memungkinkan guru untuk menyajikan 

materi pembelajaran secara lebih variatif, mendorong partisipasi aktif 
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Management 

System (LMS) 

proses pembelajaran secara online, seperti 

mengunggah materi, memberikan tugas, diskusi, 

dan penilaian. 

7 Literasi Digital Kemampuan seseorang untuk mengakses, 

memahami, mengevaluasi, dan menggunakan 

informasi dari berbagai sumber digital secara 

efektif dan bertanggung jawab. 

8 Media Interaktif Media pembelajaran berbasis teknologi yang 

memungkinkan adanya interaksi langsung antara 

pengguna dan materi pembelajaran, seperti kuis 

digital, simulasi, atau aplikasi pembelajaran. 

9 Multimedia 

Pembelajaran 

Penggunaan berbagai jenis media seperti teks, 

gambar, audio, video, dan animasi dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman 

dan keterlibatan peserta didik. 

10 Transformasi 

Teknologi 

Pendidikan 

Perubahan dalam sistem dan metode 

pembelajaran yang memanfaatkan teknologi 

digital untuk menciptakan proses pendidikan 

yang lebih inovatif, efektif, dan sesuai 

perkembangan zaman. 
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BAB VI 
 

 

PENGEMBANGAN  

BAHAN AJAR DAN MEDIA INOVATIF 

 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital 

telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, termasuk 

dalam proses pembelajaran di kelas. Pendidik tidak lagi hanya berperan 

sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu 

merancang pengalaman belajar yang menarik, interaktif, dan relevan 

dengan kebutuhan peserta didik. Dalam konteks ini, pengembangan bahan 

ajar dan media pembelajaran inovatif menjadi salah satu aspek penting 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran (Arsyad, 2017). 

Bahan ajar merupakan segala bentuk materi yang digunakan oleh 

pendidik untuk membantu proses pembelajaran, baik dalam bentuk cetak 

maupun digital. Bahan ajar yang dirancang dengan baik dapat membantu 

peserta didik memahami konsep secara lebih sistematis serta mendorong 

keterlibatan aktif dalam proses belajar. Oleh karena itu, pengembangan 

bahan ajar harus memperhatikan prinsip-prinsip pedagogis, karakteristik 

peserta didik, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai (Majid, 2013). 

Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai bentuk media 

pembelajaran inovatif mulai banyak digunakan dalam proses pembelajaran, 

seperti modul digital, e-book interaktif, video edukasi, podcast 

pembelajaran, hingga penggunaan pendekatan gamifikasi. Media-media 

tersebut mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena 

menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik, fleksibel, dan 

kontekstual (Smaldino, Lowther, & Russell, 2015). 

Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn), penggunaan bahan ajar dan media inovatif menjadi semakin 

penting. Hal ini disebabkan karena materi PPKn tidak hanya berfokus pada 

aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap, nilai, dan karakter 

kewarganegaraan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang 
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14 PPKn (Pendidikan 

Pancasila dan 

Kewarganegaraan) 

Mata pelajaran yang bertujuan 

membentuk peserta didik menjadi warga 

negara yang memahami nilai Pancasila, 

UUD 1945, dan kehidupan demokratis. 
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BAB VII 
 

 

PENILAIAN DAN EVALUASI  

PEMBELAJARAN INOVATIF 

 
A. ASESMEN AUTENTIK DALAM PPKN 

Asesmen autentik adalah proses penilaian yang dilakukan secara 

komprehensif untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam konteks 

dunia nyata, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara 

terpadu. Dalam konteks pembelajaran PPKn, asesmen autentik memiliki 

peran yang sangat penting karena tidak hanya berorientasi pada 

penguasaan pengetahuan secara kognitif, tetapi juga pada pembentukan 

sikap dan perilaku peserta didik sebagai warga negara yang baik. Asesmen 

autentik menilai sejauh mana peserta didik mampu menginternalisasi nilai-

nilai Pancasila serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

hasil pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual (Kunandar, 

2015). 

Internalisasi nilai Pancasila merupakan proses bertahap di mana 

peserta didik tidak hanya mengenal dan memahami isi setiap sila, tetapi 

juga menghayati dan menjadikannya sebagai pedoman dalam bersikap dan 

bertindak. Proses ini dimulai dari tahap kognitif (mengetahui), kemudian 

afektif (menerima dan meyakini), hingga psikomotorik (mengamalkan 

dalam tindakan nyata). Dengan demikian, pembelajaran PPKn tidak 

berhenti pada hafalan konsep, melainkan menekankan pembentukan 

karakter yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa (Majid, 2014). 

Asesmen autentik digunakan untuk mengukur proses tersebut melalui 

berbagai teknik penilaian yang mencerminkan situasi nyata kehidupan 

peserta didik. Misalnya, guru melakukan observasi terhadap perilaku siswa 

dalam kegiatan kelompok untuk melihat sikap toleransi, tanggung jawab, 

dan kerjasama. Selain itu, penilaian juga dapat dilakukan melalui proyek 

sosial, portofolio, serta jurnal refleksi yang menggambarkan pengalaman 

siswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 
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kewarganegaraan 

15 Civic Dispositions Sikap dan nilai kewarganegaraan 

16 Refleksi Pembelajaran Proses meninjau kembali pengalaman belajar 

17 Tindak Lanjut 

Pembelajaran 

Langkah perbaikan setelah evaluasi 

18 Remedial Pembelajaran tambahan bagi yang belum 

tuntas 

19 Pengayaan Pembelajaran tambahan bagi yang sudah 

tuntas 

20 Self-Assessment Penilaian diri sendiri oleh peserta didik 

21 Peer-Assessment Penilaian antar peserta didik 

22 Pembelajaran 

Kontekstual 

Pembelajaran yang dikaitkan dengan 

kehidupan nyata 

23 Berpikir Kritis Kemampuan menganalisis secara logis 

24 Kreativitas Kemampuan menghasilkan ide baru 

25 Kolaborasi Kemampuan bekerja sama 

26 Komunikasi Kemampuan menyampaikan informasi secara 

efektif 
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BAB VIII 
 

 

PENELITIAN DAN  

PENGEMBANGAN INOVASI PPKn 

 
A. PENGERTIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI PPKN 

Penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D) 

dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 

merupakan pendekatan ilmiah yang tidak hanya berorientasi pada 

pengembangan teori, tetapi juga pada penciptaan produk pendidikan yang 

aplikatif dan kontekstual. Produk yang dihasilkan dapat berupa model 

pembelajaran inovatif, media pembelajaran digital, perangkat evaluasi, 

hingga desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan 

perkembangan zaman. Pendekatan ini sangat penting mengingat 

karakteristik PPKn yang menekankan pada pembentukan pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan kewarganegaraan secara terpadu. 

Menurut Borg dan Gall, metode penelitian dan pengembangan 

merupakan proses sistematis untuk mengembangkan serta menguji 

keefektifan produk pendidikan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari 

analisis kebutuhan hingga uji coba lapangan (Borg & Gall, 2003). Dalam 

konteks PPKn, pendekatan ini memungkinkan pengembangan inovasi 

pembelajaran yang tidak hanya teoritis, tetapi juga terbukti efektif dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini diperkuat oleh penelitian 

Sapriya yang menyatakan bahwa inovasi pembelajaran PPKn harus mampu 

mengintegrasikan nilai, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan 

secara utuh (Sapriya, 2017). 

Dalam konteks implementasi, inovasi PPKn tidak hanya berfokus pada 

aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Udin S. Winataputra 

menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus membentuk warga 

negara yang cerdas, berkarakter, dan partisipatif (Winataputra, 2012). Hal 

ini sejalan dengan hasil penelitian dalam jurnal Cakrawala Pendidikan yang 

menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn berbasis nilai dan pengalaman 



 

446 | Inovasi Pembelajaran PPKn 

26 Pendidikan Karakter Proses pembentukan nilai dan moral peserta 

didik 

27 Nilai Pancasila Nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan 

berbangsa dan bernegara 

28 Pembelajaran 

Kontekstual 

Pembelajaran yang dikaitkan dengan 

kehidupan nyata 

29 Berpikir Kritis Kemampuan menganalisis dan mengevaluasi 

informasi secara logis 

30 Partisipasi 

Demokratis 

Keterlibatan aktif dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara 
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BAB IX 
 

 

PRAKTIK BAIK (BEST PRACTICES)  

DAN STUDI EMPIRIS 

 
Praktik baik (best practices) dalam pembelajaran merupakan 

pendekatan yang mengacu pada penggunaan strategi, metode, atau teknik 

yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil 

belajar peserta didik, serta dapat diterapkan kembali dalam berbagai 

konteks pendidikan yang berbeda. Konsep ini menekankan bahwa 

pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil akademik, 

tetapi juga pada proses yang bermakna, partisipatif, dan berkelanjutan 

(UNESCO, 2016). Dalam konteks Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn), praktik baik memiliki peran yang sangat strategis 

karena mata pelajaran ini tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, 

tetapi juga membentuk karakter dan identitas peserta didik sebagai warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Winataputra, 2015). 

Salah satu orientasi utama praktik baik dalam PPKn adalah penguatan 

nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut meliputi aspek religiusitas, 

kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang harus 

diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Proses 

internalisasi ini tidak cukup dilakukan melalui metode ceramah atau hafalan, 

melainkan perlu melalui pendekatan yang kontekstual dan reflektif agar 

siswa mampu memahami makna nilai tersebut secara mendalam. Misalnya, 

melalui diskusi kasus sosial, analisis peristiwa aktual, atau pembelajaran 

berbasis pengalaman, peserta didik dapat mengaitkan nilai Pancasila 

dengan realitas kehidupan mereka (Lickona, 2012). Dengan demikian, 

pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa tidak hanya 

mengetahui, tetapi juga merasakan dan menerapkan nilai tersebut. 

Selain itu, praktik baik dalam PPKn juga berorientasi pada 

pengembangan karakter warga negara atau civic disposition. Dimensi ini 

mencakup sikap, nilai, dan kebiasaan yang mencerminkan perilaku warga 
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Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya menghasilkan lulusan yang 

cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang 

tinggi (Lickona, 2012). Pengembangan berkelanjutan dalam inovasi 

pembelajaran PPKn merupakan proses yang dinamis dan 

berkesinambungan. Melalui penguatan kompetensi guru, integrasi 

teknologi, pendekatan kontekstual, budaya sekolah yang mendukung, 

evaluasi berkelanjutan, serta kolaborasi yang luas, pembelajaran PPKn 

dapat terus berkembang dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan 

demikian, tujuan utama pendidikan kewarganegaraan, yaitu membentuk 

warga negara yang cerdas, berkarakter, dan aktif, dapat tercapai secara 

optimal. 
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